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 The problems of radicalism and terrorism are currently 
occurring everywhere, including in Indonesia itself. The 
influence of radicalism, which is a new understanding made up 
by certain parties on a matter, such as religion, social and 
political, seems to be getting more complicated because mingled 
with acts of terrorism which tend to involve acts of violence. 
Various acts of terror that take casualties seem to be the main 
means and weapons for radical actors in conveying their 
understanding in an effort to achieve a change. In this case, of 
course, it is not only the government that should take part in 
preventing and overcoming it, but all the people should also 
participate in this effort, especially the young people. This is 
because it is the young people who will later become the successor 
of this nation as well as the spearhead to carry out prevention 
and eradication of these two problems, namely radicalism and 
terrorism so as not to become the cause of acts of authority The 
most striking thing to be able to take a role in overcoming this 
problem is the younger generation, such as students who are 
agents of change in this nation. As well as children who are still 
in the stage, so they need special guidance from parents, of 
course, so that later they are not dragged into understand 
radicalism and acts of terrorism. 
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 Masalah radikalisme dan terorisme saat ini sedang terjadi 
dimana-mana, termasuk di Indonesia sendiri. Pengaruh 
radikalisme, yang merupakan pemahaman baru yang dibuat oleh 
pihak-pihak tertentu atas suatu hal, seperti agama, sosial dan 
politik, tampak semakin pelik karena bercampur dengan aksi 
terorisme yang cenderung melibatkan tindak kekerasan. Berbagai 
aksi teror yang memakan korban seolah menjadi sarana dan 
senjata utama para aktor radikal dalam menyampaikan 
pemahamannya dalam upaya mencapai suatu perubahan. Dalam 
hal ini, tentunya tidak hanya pemerintah yang harus berperan 
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serta dalam pencegahan dan penanggulangannya, tetapi seluruh 
masyarakat juga harus turut serta dalam upaya tersebut, 
terutama kaum muda. Hal ini dikarenakan generasi muda yang 
nantinya akan menjadi penerus bangsa ini sekaligus ujung 
tombak untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan kedua 
masalah tersebut yaitu radikalisme dan terorisme agar tidak 
menjadi penyebab tindakan otoritas yang paling besar. Hal yang 
mencolok untuk dapat mengambil peran dalam mengatasi 
masalah tersebut adalah generasi muda, seperti mahasiswa yang 
menjadi agen perubahan bangsa ini. Seperti halnya anak-anak 
yang masih dalam taraf, sehingga membutuhkan bimbingan 
khusus dari orang tua tentunya agar nantinya tidak terseret 
paham radikalisme dan aksi terorisme. 

   
 

 

 
1. Pendahuluan 

Kriminologi sebagai ilmu sosial terus mengalami perkembangan dan 

peningkatan. Perkembangan dan peningkatan ini disebabkan pola kehidupan sosial 

masyarakat yang terus mengalami perubahan-perubahan dan berbeda antara tempat 

yang satu dengan yang lainnya serta berbeda pula dari suatu waktu atau jaman 

tertentu dengan waktu atau jaman yang lain sehingga studi terhadap masalah 

kejahatan dan penyimpangan juga mengalami perkembangan dan peningkatan dalam 

melihat, memahami, dan mengkaji permasalahan-permasalahan sosial yang ada di 

masyarakat dan substansi di dalamnya.1 

Berkembangnya studi yang dilakukan secara ilmiah mengenai tingkah laku 

manusia memberikan dampak kepada berkurangnya perhatian para pakar kriminologi 

terhadap hubungan antara hukum dan organisasi kemasyarakatan.Kemunculan aliran 

positif mengarahkan para pakar kriminologi untuk lebih menaruh perhatian kepada 

pemahaman tentang pelaku kejahatan (penjahat) daripada sifat dan karakteristik 

kejahatan, asal mula hukum serta dampak-dampaknya.Perhatian terhadap hubungan 

hukum dengan organisasi kemasyarakat muncul kembali pada pertengahan abad 20, 

karena hukum mulai dianggap memiliki peranan penting dalam menentukan sifat dan 

karaktersitik suatu kejahatan.Para pakar kriminologi berkeyakinan bahwa pandangan 

atau perspektif seseorang terhadap hubungan antara hukum dan masyarakat 

memberikan pengaruh yang penting dalam penyelidikan-penyelidikan yang bersifat 

kriminologis.2 

Pakar kriminologi telah merumuskan tiga perspektif tentang hubungan 

antara hukum dan organisasi kemasyarakatan, yaitu Konsesus, Pluralis, dan 

Konflik.Tiga perspektif ini merupakan suatu perkembangan pemahaman yang 

bergerak dari konservatif menuju liberal dan akhirnya ke sebuah perspektif radikal.3 

                                                        
1Manshur Zikri, Makalah, Teori Kriminologi: Perspektif Dan Paradigma Dalam Kriminologi 

Dan Kesesuaiannya Dengan Teori-Teori Kriminologi Perspektif Dan Paradigma Dalam Kriminologi 

Dan Kesesuaiannya Dengan Teori-Teori KriminologiTeori Kriminologi Modern. hlm. 1. 
2Romli Atmasasmita., Teori dan Kapita Selekta Kriminologi, (Bandung: PT Eresco, 1992), hlm. 

42 
3Romli Atmasasmita., Ibid. 
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Dalam kriminologi, terdapat beberapa teori, yang telah digagas oleh pakar-
pakar kriminologi terdahulu, yang menjadi acuan bagi keberlangsungan kriminologi 
itu sendiri.Teori-teori ini, seperti teori struktur sosial, pengendalian sosial, dan 
teori labeling, dapat menjadi landasan dalam melihat dan menjawab masalah-masalah 
yang ada di masyarakat atau dalam mendukung perkembangan dan pembaharuan 
hukum dan perundangan hukum pidana. Yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah 
Bagaimana Prespektif Kriminoogi Dan Sosial Dalam Rekonstruksi Semangat Pemuda 
Untuk Mengatasi Ancaman Radikal, Terorisme, Narkoba Dan Pengaruh Negatif di 
Media Sosial? 
 

2. Metode Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian yurisdiksi-normatif, yaitu penelitian 

yang dilakukan terhadap asas-asas hukum, asas-asas hukum dalam arti nilai (norma) 
hukum konkrit dan sistem hukum.4 
 

3. Hasil Dan Pembahasan 
Perspektif adalah susunan pengertian-pengertian atau makna secara sistematis 

tentang objek dan kejadian, di mana perspektif ini mempengaruhi pengertian kita 

dalam melihat dunia dan masalah-masalah di dalamnya.Perspektif merupakan suatu 

sudut pandang kita dalam melihat realita yang ada sehingga perspektif memiliki 

cakupan ruang yang begitu luas. Dan dalam melihat realita ini, akan timbul suatu 

pertanyaan mengenai kebenaran dari realita tersebut. Oleh karena itu dibutuhkan 

suatu usaha untuk melakukan suatu penelusuran dan pencarian kebenaran (scientific 

inquiry). 

Penelusuran dan pencarian kebenaran dari suatu realita yang memiliki sifat-

sifat ilmiah ini akan membentuk suatu perangkat pengertian-pengertian yang disebut 

sebagai paradigma. Berbeda dengan perspektif, paradigma memiliki cakupan ruang 

yang lebih sempit dan lebih khusus yang dianggap sebagai hasil dari studi suatu 

kategori khusus gejala sosial (reaksi-reaksi sosial).Oleh karena itu, paradigma lebih 

bersifat mendalam dan lebih bersifat teknis tentang suatu gejala tertentu. Meskipun 

memiliki intisari yang berbeda, perspektif dan paradigma memiliki suatu persamaan 

dalam hal memperhatikan dan memelihara prinsipnya, yakni dasar-dasar yang akan 

mempengaruhi kesimpulan-kesimpulan yang akan ditarik dan penemuan baru yang 

akan dibuat. Keduanya sama-sama memiliki fokus perhatian dalam menentukan 

masalah dan pencarian solusi. 

Pemahaman kita dalam kehidupan sehari-hari mengenai kejahatan 

dipengaruhi oleh perspektif-perspektif yang menerangkan sifat-sifat umum dari suatu 

organisasi kemasyarakatan, terutama dalam hal hubungan antara hukum dengan 

masyarakat.Dalam penelusuran dan pencarian kebenaran tentang kejahatan itu, 

seorang pakar kriminologi dipengaruhi oleh paradigma-paradigma yang memperinci 

fokus dan metode yang tepat bagi kriminologi, di mana penggunaan teori-teori 

kriminologi sebagai landasan harus dibarengi dengan pemahaman tentang perspektif 

dan paradigma yang mempengaruhinya. 

                                                        
4 Sudikno Mertokusumo,Penemuan Hukum, Sebuah Pengantar, 2009: 29). 
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Simecca dan Lee (dikutip daro Robert F. Mejer, 1977, p. 21)5  memaparkan 

bahwa terdapat tiga perspektif dan paradigma tentang hubungan hukum dan 

organisasi kemasyarakatan.Tiga perspektif tersebut adalah Konsesus, Pluralis, dan 

Konflik.Tiga perspektif ini merupakan suatu keseimbangan yang bergerak dari 

konservatif menuju liberal dan akhirnya ke sebuah perspektif radikal.Selain itu 

terdapat tiga paradigma yang digunakan dalam memahami gejala-gejala (reaksi 

sosial), yaitu Paradigma Positivis, Interaksionis, dan Sosialis. Keterkaitan antara ketiga 

perspektif dan paradigma tersebut sangat erat, dan secara skematik dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

Perspektif Konsensus 

(Conservative) 

Pluralis 

(Liberal) 

Konflik 

(Radikal) 

Paradigma Positivis Interaksionis Sosialis 

Perspektif Konsensus beranjak dari nilai-nilai yang hidup di tengah-tengah 

masyarakat (Amerika Serikat). Praduaga dasar dari perspektif ini adalah masyarakat 

yang dianggap relative stabil dan terintegrasi dengan baik. Struktur sosial dilandas 

oleh kesepakatan atas nilai-nilai: (1) hukum adalah kehendak masyarakat, (2) hukum 

memberikan layanan yang adil, (3) suatu pelanggaran hukum mencerminkan 

keunikan. Dalam perspektif ini, hukum dianggap sebagai kesepakatan umum yang 

dianut oleh masyarakat, dan pelaku kejahatan adalay yang melanggar kesepakatan 

umum tersebut. Pasangan dari perspektif Konsensus adalah Paradigma Positivis yang 

menekankan ketertiban kehidupan sosial dan kejahatan seagai hasil dari hubungan 

suatu sebab-akibat yang kemudian menimbulkan “hukum alam” yang mengatur 

tingkah laku manusia. Hubungan sebab akibat ini dapat diketahui melalui suatu 

penelitian dengan metode ilmiah.Dengan mengetahui dan memahami tingkah laku 

pelaku kejahatan, tingkah laku kejahatan dapat diprediksi dan pelaku kejahatan dapat 

dibina. 

Perspektif Pluralis adalah suatu pandangan yang mengakui adanya perbedaan-

perbedaan kelompok dan juga perbedaan-perbedaan nilai dan kepentingan.Perbedaan 

antara suatu kelompok sosial dengan kelompok yang lainnya terletak pada sengketa 

tentang benar dan tidak benar.  Oleh karena itu, hukum muncul sebagai suatu bentuk 

penyelesaian masalah dari sengketa tersebut.Dalam perspektif ini, sistem hukum 

bertugas untuk melindungi kepentingan masyarakat banyak.Pasangan dari perspektif 

ini adalah Paradima Interaksionis, yang menitikberatkan pada keragaman psikologi-

sosial dari kehidupan manusia.Paradigma ini beranggapan bahwa tinkah laku 

kejahatan merupakan suatu kualitas yang diberikan oleh masyarakat dan merupakan 

reaksi dari pihak pengamat (masyarakat) terhadap tingkah laku individu tersebut. Hal 

ini mengakibatkan adanya proses pemberian “cap” pada individu yang melakukan 

suatu perbuatan tersebut (dicap sebagai penjahat). Ada kecenderungan bahwa 

seseorang yang diberi cap sebagai penjahat akan bertingkah laku sebagaimana cap itu 

diberikan. 

                                                        
5
Ibid, hlm. 46. 
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Sama halnya dengan perspektif pluralis, perspektif konflik juga mengakui 

adanya perbedaan-perbedaan dalam struktur sosial.Akan tetapi perbedaan-perbedaan 

tersebut memunculkan suatu konflik kekuasaan.Hukum berfungsi untuk kepentingan 

penguasa, yaitu mempertahankan kekuasaannya.Dalam perspektif ini, hukum 

bergerak karena adanya daya paksa dari sistem hukum yang dilaksanakan pihak 

penguasa terhadap kelas rendah.Penjahat dianggap sebagai orang atau kelompok yang 

melakukan suatu tingkah laku yang bertentangan dengan kehendak dan kepentingan 

penguasa.Paradigma yang berpasangan dengan perspektif ini adalah Paradigma 

Sosialis, di mana paradigma ini memandang bahwa konflik yang menjadi persoalan 

dalam organisasi kemasyarakatan bersumber pada sistem ekonomi kapitalis.Tingkah 

laku kejahatan merupakan suatu tingkah laku yang mengganggu kestabilan ekonomi 

yang telah dikuasai oleh kelompok dominan (mereka yang memiliki kuasa terhadap 

alat produksi).Hukum digunakan untuk mempertahankan kekuasaan dan keuntungan 

yang didapat dari penguasaan sistem ekonomi tersebut. 

3.1. Teori-Teori Kriminologi dengan Tiga Perspektif  

3.1.1. Teori Struktur Sosial 

Para pakar Teori Struktur Sosial meyakini bahwa kekuatan-keuatan sosial-

ekonomi yang beroperasi di alam area-area kelas sosial-ekonomi rendah yang buruk 

mendorong sebagian besar penduduknya ke dalam pola tingkah laku kriminal.Posisi 

kelas ekonomi yang tidak beruntung adalah penyebab utama dari kejahatan.Teori ini 

terbagi lagi menjadi tiga teori, yaitu Teori Disorganisasi Sosial, Teori Ketegangan 

(strain theory), dan Teori Kejahatan Kultural. 

Teori Disorganisasi Sosial memiliki fokus pada kondisi di dalam lingkungan, di 

mana terjadinya lingkungan yang buruk, kontrol sosial yang tidak memadai, 

pelanggaran hukum oleh gang atau kelompok sosial tertentu, dan adanya pertentangan 

nilai-nilai sosial. Strain Theorymemiliki fokus terhadap suatu konflik antara tujuan dan 

cara-cara yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Hal ini terjadi karena 

adanya ketidakseimbangan distribusi kekayaan dan kekuatan (kekuasaan). Kondisi 

seperti ini menyebabkan frustasi bagi kalangan tertentu sehingga berusaha mencari 

cara alternatif untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan. Teori ini kemudian memiliki 

turunannya sendiri, yang disebut sebagai Teori Anomi, yaitu teori yang memandang 

bahwa orang-orang memiliki paham yang sama akan tujuan dari masyarakat, tetapi 

kekurangan cara untuk mencapainya sehingga mencari jalan alternatif, seperti 

kejahatan.  Teori ini kemudian dapat menjelaskan angka kejahatan kelas bawah yang 

tinggi. 

Teori Kejahatan Kultural merupakan bentuk kombinasi dari dua teori 

sebelumnya (disorganisasi sosial dan strain theory) yang secara bersama-seama 

menghasilkan budaya kelas rendah yang unik dan bertentangan dengan norma-norma 

sosial konvensional (sub cultural values in opposition to conventional values). Subkultur ini 

kemudian membatasi diri dengan gaya hidup dan nilai-nilai alternative dan dianggap 

sebagai pelaku kejahatan (deviant) oleh budaya normatif.6 

                                                        
6M. Kemal Dermawan, Social Structure Theory: Because They’re Poor, dalam Bahan Ajar, 

Mata Kuliah Teori Kriminologi Modern, Semester Gasal 2010/2011, FISIP UI., hlm. 2. 
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Teori Struktur Sosial ini erat kaitannya dengan Perspektif Konsensus, yaitu 

tentang nilai-nilai dan kesepakatan umum yang ada di dalam lingkungan sosial 

masyarakat.Masyarakat hidup dalam norma-norma dan cara-cara yang telah 

disepakati bersama untuk tercapainya tujuan. Namun, ketika terjadi suatu kondisi 

frustasi terhadap norma atau aturan-aturan konvensional, seseorang atau kelompok 

tertentu mencari cara lain yang bertentangan dengan nroma dan aturan yang ada, 

yang biasanya menjadi tingkah laku kejahatan. Pelanggaran hukum dalam Perspektif. 

Konsensus merupakan suatu hal yang unik.Dalam kaitannya dengan teori 

ketegangan, terbentuknya sub kebudayaan kejahatan atau kelompok-kelompok kelas 

rendah (subculture) adalah merupakan suatu representasi yang mewakili hubungan 

sebab akibat yang unik tersebut.Paradigma yang digunakan adalah Paradigma 

Positivis, yang memiliki fokus pada pencarian jawaban mengapa timbul suatu tingkah 

laku kejahatan.Karena hubungan sebab akibat tersebut, yaitu tingkah laku adalah hasil 

dari hubungan sebab akibat antara individu dengan aspek tertentu dari lingkungan 

mereka, kejahatan dipandang sebagai obyek dan yang harus dicari adalah faktor-

faktor yang dapat mengungkapkan tingkah laku kriminal dengan memusatkan 

perhatian kepada pelaku kejahatan sebagai suatu gejala yang mesti dipelajari.Untuk 

mencari hubungan suatu sebab akibat itu diperlukan suatu penelitian dengan metode 

ilmiah. 

Ilustrasi yang paling mudah untuk memahami kesesuaian teori ini dengan 

perspektif dan paradigma yang telah dijelaskan adalah tentang riset yang dilakukan 

oleh Durkheim tentang bunuh diri “suicide” (1897), berdasarkan Teori Anomi yang 

digagasnya. Durkheim melakukan suatu penelitian untuk mencari hubungan sebab 

akibat antara individu dengan lingkungannya yang dapat menyebabkan individu 

tersebut melakukan suatu penyimpangan (bunuh diri). Dari penelitiannya tersebut, 

Durkheim mengemukakan bahwa bunuh diri berasal dari kondisi yang menekan 

(stress) dan proses sosialisasi dari seorang individu kepada suatu nilai budaya 

“altruistic”. 

Durkheim lebih lanjut menjelaskan bahwa penyimpangan tersebut terjadi 

disebabkan oleh kondisi ekonomi di dalam masyarakat. Oleh Merton, konsep anomi 

ini dikembangkan, dengan fokus perhatian masyarakat Amerika. Di Amerika sudah 

melembaga suatu cita-cita dan tujuan untuk mengejar kesuksesan semaksimak 

mungkin, yang diukur berdasarkan jumlah harta kekayaan. Namun pada 

kenyataannya, tidak semua masyarakat di Amerika dapat mencapai cita-cita tersebut 

melalui cara yang dibenarkan. Oleh karena itu, terdapat individu-individu yang 

berusaha mencapai tujuannya dengan melakukan pelanggaran.Umumnya, individu ini 

berasal dari golongan kelas bawah dan golongan minoritas.7 

3.1.2. Teori Pengendalian Sosial 

Teori Pengendalian Sosial adalah istilah yang merujuk kepada teori-teori yang 

menjelaskan tingkat kekuatan keterikatan individu dengan lingkungan masyarakatnya 

sebagai faktor yang mempengaruhi tingkah laku kejahatan. Kejahatan dianggap 

                                                        
7 Romli Atmasasmita., Ibid. hlm. 25. 
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sebagai hasil dari kekurangan kontrol sosial yang secara normal dipaksakan melalui 

institusi-institusi sosial: keluarga, agama, pendidikan, nilai-nilai dan norma-norma 

dalam suatu komunitas. Teori Pengendalian Sosial dapat dibagi menjadi dua, 

yaitu Containment Theory dan Social Bond Theory. 

Containment Theory yang digagas oleh Reckless (1961) berpendapat bahwa 

terdapat beberapa cara pertahanan bagi individu agar bertingkah laku selaras dengan 

nilai dan norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Pertahanan tersebut dapat 

berasal dari dalam (intern), yaitu berupa kemampuan seseorang melawan atau 

menahan godaan untuk melakukan kejahatan serta memelihara kepatuhan terhadap 

nroma-nroma yang berlaku.Ada juga pertahanan yang berasal dari luar (extern), yaitu 

suatu susunan hebat yang terdiri dari tuntutan-tuntutan legal dan larangan-larangan 

yang menjaga anggota masyarakat agar tetap berada dalam ikatan tingkah laku yang 

diharapkan oleh masyrakatnya tersebut. Dengan demikan, kedua benteng pertahanan 

ini (intern dan extern) bekerja sebagai pertahanan terhadap norma sosial dan norma 

hukum yang telah menjadi kesepakatan bagi masyarakat. 

Social Bond Theory oleh Travis Hirschi, melihat bahwa seseorang dapat terlibat 

kejahatan karena terlepas dari ikatan-ikatan dan kepercayaan-kepecayaan moral 

yang  seharusnya mengikat mereka ke dalam suatu pola hidup yang patuh kepada 

hukum (Conklin, 1969). Ikatan sosial yang dimaksud oleh Hirschi ini terbagi ke dalam 

empat elemen utama. Keempat elemen itu adalah attachment, yaitu ikatan sosial yang 

muncul karena adanya rasa hormat terhadap orang lain; commitment, yaitu pencarian 

seorang individu akan tujuan hidup yang ideal dan konvendional; involvement, yaitu 

keterlibatan individu di dalam kegiatan konvensional dan patuh; dan belief, yaitu 

keyakinan atas nilai dan norma sosial. Ikatan-ikatan sosial ini dibangun sejak masa 

kecil melalui hubungan emosional alamiah dengan orang tua, guru, teman 

sebaya.(Bynum & Thompson, 1989).8 

Berdasarkan pengertian teori di atas, dapat dibaca bahwa Teori Pengendalian 

Sosial memiliki kesesuaian dengan Perspektif Konsensus yang menekankan kepada 

kesepakatan nilai-nilai dan kepentingan-kepentingan yang ada di dalam masyarakat. 

Individu tidak melakukan kejahatan karena adanya kesadaran untuk tidak melanggar 

norma hukum yang telah menjadi kesepakatan umum di lingkungan sosialnya. 

Paradigma yang digunakan dalam pencarian dan penelusuran kebenaran ini adalah 

Paradigma Positivis.Penelitian yang dilakukan oleh Hirschi menunjukkan bahwa 

anak-anak delinkuen mempunyai keterikatan yang kurang dengan orang tuanya 

dibandingkan anak-anak yang non-delinkuen.Hasil penelitian ini memberikan 

penegasan kepada hubungan sebab-akibat yang menjadi fokus perhatian dari 

Perspektif Konsensus dan Paradigma Positivis. 

3.1.3. Teori Labeling 

Menurut Frank Tannenbaum (1938), kejahatan bukan sepenuhnya dikarenakan 

individu kurang mampu menyesuaikan diri dengan kelompok, tetapi dalam 

kenyataannya, individu tersebut telah dipaksa untuk menyesuaikan diri dengan 

                                                        
8
Ibid. 



 
 
 

 

85 

 

kelmpoknya. Oleh karena itu, kejahatan terjadi karena hasil konflik antara kelompok 

dengan masyarakat yang lebih luas, di mana terdapat dua definisi yang bertentangan 

tentan tingkah laku mana yang layak. 

Schrag (1971), p. 89-91) memberikan simpulan atas asumsi dasar teori labeling, 

yaitu sebagai berikut: 

a. Tidak ada satu perbuatan yang terjadi dengan sendirinya bersifat criminal 

b. Rumusan batasan tentang kejahatan dan penjahat dipaksakan sesuai 

dengan kepentingan mereka yangmemiliki kekuasaan. 

c. Seseorang menjadi penjahat bukan karena ia melanggar undang-undang, 

melainkan karena ia ditetapkan demikan oleh penguasa 

d. Sehubungan dengan kenyataan di mana setiap orang dapat berbuat baik 

atau tidak baik, tidak berarti bahwa mereka dapat dikelompokkan menjadi 

dua bagian kelompok: kriminal dan non-kriminal 

e. Tindakan penangkapan merupakan awal dari proses labeling 

f. Penangkapan dan pengambilan keputusan dalam sistem peradilan 

pidanan adalah fungsi dari pelaku/penjahat sebagai lawan dari 

karakteristik pelanggarannya. 

g. Usia, tingkatan sosial-ekonomi, dan ras merupakan karateristik umum 

pelaku kejahatan yang menimbulkan perbedaan pengabilan keputusan 

dalam system peradilan pidana 

h. Sistem peradilan pidana dibentuk berdasarkan perspektif kehendak bebas 

yang memperkenankan penilaian dan penolakan terhadap mereka yang 

dipandang sebagai penjahat. 

i. Labeling merupakan suatu proses yang akan melahirkan identifikasi 

dengan citra sebagai deviant dan sub-kultur serta menghasilan “rejection of 

the rejector” (dikutip dari Hagan, 1989: p. 453-454). 

Edwin Lemert (1950)  memberikan perbedaan mengenai konsep teori labeling 

ini, yaitu primary deviance dan secondary deviance. Primary deviance ditujukan kepada 

perbuatan penyimpangan tingkah laku awal. Kelanjutan dari penyimpangan ini 

berkaitan dengan reorganisasi psikologis dari pengalaman seseorang karena cap yang 

dia terima dari perbuatan yang telah dilakukan. Ketika label negatif diterapkan begitu 

umum dan begitu kuat sehingga menjadi bagian dari identitas yang individual, ini 

yang kemudian diistilahkan Lemert penyimpangan sekunder. Individu yang telah 

mendapatkan cap tersebut sulit melepaskan diri dari cap yang dimaksud dan 

cenderung untuk bertingkah laku sesuai dengan label yang diberikan 

(mengidentifikasi dirinya sebagai pelaku penyimpangan/penjahat).9 

Teori ini memiliki kesesuaian dengan Perspektif Pluralis.Dalam perspektif itu 

dikatakan bahwa perbedaan antar kelompok terletak pada benar atau tidak benar. Hal 

ini selaras dengan pengertian labeling sebagai bentuk penilaian orang lain terhadap 

benar atau tidak benarnya tingkah laku seseorang di dalam masyarakat. Penilaian ini 

muncuk karena adanya proses interaksi diantara masing-masing individu. Paradigma 

                                                        
9 Romli Atmasasmita, op,cit., hlm.38-40. 
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yang sesuai adalah Paradigma Interaksionis, di mana paradigma ini menekankan 

kepada perbedaan psikologi-sosial dari kehidupan manusia. Paradigma ini 

memandang bahwa kejahatan merupakan suatu kualitas dari reaksi sosial masyarakat 

terhadap suatu tingkah laku atau perbuatan, di mana dalam teori labeling dijelaskan 

bahwa tingkah laku seseorang menjadi tidak benar karena ada proses labeling atau cap 

terhadap tingkah laku tersebut sebagai tingkah laku kejahatan. 

Ilustrasi singkat yang dapat lebih menjelaskan teori ini adalah seseorang yang 

baru saja keluar dari penjara. Ketika dia menjalani hukuman penjara karena perbuatan 

yang dia lakukan di masa lalu, sesungguhnya dia telah mengalami proses labeling, 

yaitu keputusan dari penguasan yang menyatakan bahwa dia adalah penjahat dan 

patut untuk dihukum penjara (sesuai ketentuan yang diutarakan oleh Schrag, 

penangkapan adalah proses labeling). Setelah keluar dari penjara tersebut, masyarakat 

akan tetap menilainya sebagai penjahat karena cap yang telah melekat pada dirinya 

(sulit melepaskan label). Terjadi interaksi antara individu yang baru keluar 

dari  penjara tersebut dengan masyrakatnya, dan interaksi itu menghasilkan 

kesimpulan bahwa dia dicap sebagai penjahat meskipun sudah dunyatakan bebas. Hal 

ini kemudian akan berpengaruh kepada kehidupan, mental, dan sisi psikologis 

seseorang tersebut, yang kemudian menghambat karir atau usahanya untuk bertahan, 

seperti misalnya sulit mendapatkan pekerjaan atau mendapatkan kembali kepercayaan 

dari orang-orang. Dampak seperti ini kemudian menyebabkan seseorang tersebut 

akhirnya mengulangi perbuatannya dan akhirnya mendidentifikasi dirinya sebagai 

penjahat. 

3.2. Prespektif Kriminoogi Dan Sosial Dalam Rekonstruksi Semangat Pemuda  

       Untuk Mengatasi Ancaman Radikal, Terorisme, Narkoba Dan Pengaruh Negatif  

       di Media Sosial 

Masalah radikalisme dan terorisme saat ini memang sudah marak terjadi di 

mana-mana, termasuk di Indonesia sendiri.Pengaruh radikalisme yang merupakan 

suatu pemahaman baru yang dibuat-buat oleh pihak tertentu mengenai suatu hal, 

seperti agama, sosial, dan politik, seakan menjadi semakin rumit karena berbaur 

dengan tindak terorisme yang cenderung melibatkan tindak kekerasan. Berbagai 

tindakan terror yang tak jarang memakan korban jiwa seakan menjadi cara dan senjata 

utama bagi para pelaku radikal dalam menyampaikan pemahaman mereka dalam 

upaya untuk mencapai sebuah perubahan. 

Dalam hal ini, tentunya bukan hanya kalangan pemerintah saja yang 

harusnya mengambil bagian untuk mencegah dan mengatasinya, namun seluruh 

rakyat harusnya juga ikut terlibat dalam usaha tersebut, terutama para kaum pemudi-

pemuda. Hal ini dikarenakan kaum pemudalah yang nantinya merupakan generasi 

penerus bangsa ini sekaligus menjadi ujung tombak untuk melakukan pencegahan dan 

pemberantasan akan kedua masalah tersebut, yaitu radikalisme dan terorisme agar 

tidak menjadi penyebab terjadinya tindakan penyalahgunaan kewenangan. Hal yang 

paling mencolok untuk dapat mengambil peran dalam mengatasi masalah ini ialah 

para generasi muda, seperti halnya mahasiswa yang merupakan agent of change bangsa 

ini.Di samping juga anak-anak yang masih dalam tahap pembentukan pribadinya 

https://guruppkn.com/penyebab-terjadinya-tindakan-penyalahgunaan-kewenangan
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sehingga memerlukan bimbingan khusus dari orang tua tentunya agar nantinya tidak 

terseret dalam paham radikalisme serta tindak terorisme. 

Berbagai cara mencegah radikalisme dan terorisme agar tidak semakin 

menjamur, terutama di bangsa Indonesia ini, antara lain: 

3.2.1. Memperkenalkan Ilmu Pengetahuan Dengan Baik Dan Benar 

Hal pertama yang dapat dilakukan untuk mencegah paham radikalisme dan 

tindak terorisme ialah memperkenalkan ilmu pengetahuan dengan baik dan 

benar.Pengenalan tentang ilmu pengetahuan ini harusnya sangat ditekankan kepada 

siapapun, terutama kepada para generasi muda.Hal ini disebabkan pemikiran para 

generasi muda yang masih mengembara karena rasa keingintahuannya, apalagi terkait 

suatu hal yang baru seperti sebuah pemahaman terhadap suatu masalah dan dampak 

pengaruh globalisasi. 

Dalam hal ini, memperkenalkan ilmu pengetahuan bukan hanya sebatas ilmu 

umum saja, tetapi juga ilmu agama yang merupakan pondasi penting terkait perilaku, 

sikap, dan juga keyakinannya kepada Tuhan.Kedua ilmu ini harus diperkenalkan 

secara baik dan benar, dalam artian haruslah seimbang antara ilmu umum dan ilmu 

agama.Sedemikian sehingga dapat tercipta kerangka pemikiran yang seimbang dalam 

diri. 

3.2.2. Memahamkan Ilmu Pengetahuan Dengan Baik Dan Benar 

Hal kedua yang dapat dilakukan untuk mencegah pemahaman radikalisme 

dan tindak terorisme ialah memahamkan ilmu pengetahuan dengan baik dan benar. 

Setelah memperkenalkan ilmu pengetahuan dilakukan dengan baik dan benar, 

langkah berikutnya ialah tentang bagaimana cara untuk memahamkan ilmu 

pengetahuan tersebut. Karena tentunya tidak hanya sebatas mengenal, pemahaman 

terhadap yang dikenal juga diperlukan. Sedemikian sehingga apabila pemahaman 

akan ilmu pengetahuan, baik ilmu umum dan ilmu agama sudah tercapai, maka 

kekokohan pemikiran yang dimiliki akan semakin kuat. Dengan demikian, maka tidak 

akan mudah goyah dan terpengaruh terhadap pemahaman radikalisme sekaligus 

tindakan terorisme dan tidak menjadi penyebab lunturnya bhinneka tunggal 

ika sebagai semboyan Indonesia. 

3.2.3. Meminimalisir Kesenjangan Sosial 

Kesenjangan sosial yang terjadi juga dapat memicu munculnya pemahaman 

radikalisme dan tindakan terorisme.Sedemikian sehingga agar kedua hal tersebut 

tidak terjadi, maka kesenjangan sosial haruslah diminimalisir.Apabila tingkat 

pemahaman radikalisme dan tindakan terorisme tidak ingin terjadi pada suatu Negara 

termasuk Indonesia, maka kesenjangan antara pemerintah dan rakyat haruslah 

diminimalisir.Caranya ialah pemerintah harus mampu merangkul pihak media yang 

menjadi perantaranya dengan rakyat sekaligus melakukan aksi nyata secara langsung 

kepada rakyat. Begitu pula dengan rakyat, mereka harusnya juga selalu memberikan 

dukungan dan kepercayaan kepada pihak pemerintah bahwa pemerintah akan 

mampu menjalankan tugasnya dengan baik sebagai pengayom rakyat dan pemegang 

kendali pemerintahan Negara. 

 

https://guruppkn.com/globalisasi
https://guruppkn.com/penyebab-lunturnya-bhinneka-tunggal-ika
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3.2.4. Menjaga Persatuan Dan Kesatuan 

Menjaga persatuan dan kesatuan juga bisa dilakukan sebagai upaya untuk 

mencegah pemahaman radikalisme dan tindakan terorisme di kalangan masyarakat, 

terbelih di tingkat Negara.Sebagaimana kita sadari bahwa dalam sebuah masyarakat 

pasti terdapat keberagaman atau kemajemukan, terlebih dalam sebuah Negara yang 

merupakan gabungan dari berbagai masyarakat.Oleh karena itu, menjaga persatuan 

dan kesatuan dengan adanya kemajemukan tersebut sangat perlu dilakukan untuk 

mencegah masalah radikalisme dan terorisme. Salah satu yang bisa dilakukan dalam 

kasus Indonesia ialah memahami dan penjalankan nilai-nilai yang terkandung dalam 

Pancasila, sebagaimana semboyan yang tertera di sana ialah Bhinneka Tunggal Ika. 

3.2.5. Mendukung Aksi Perdamaian 

Aksi perdamaian mungkin secara khusus dilakukan untuk mencegah 

tindakan terorisme agar tidak terjadi.Kalau pun sudah terjadi, maka aksi ini dilakukan 

sebagai usaha agar tindakan tersebut tidak semakin meluas dan dapat 

dihentikan.Namun apabila kita tinjau lebih dalam bahwa munculnya tindakan 

terorisme dapat berawal dari muncul pemahaman radikalisme yang sifatnya baru, 

berbeda, dan cenderung menyimpang sehingga menimbulkan pertentangan dan 

konflik. Oleh karena itu, salah satu cara untuk mencegah agar hal tersebut 

(pemahaman radikalisme dan tindakan terorisme) tidak terjadi ialah dengan cara 

memberikan dukungan terhadap aksi perdamaian yang dilakukan, baik oleh Negara 

(pemerintah), organisasi/ormas maupun perseorangan. 

3.2.6. Berperan Aktif Dalam Melaporkan Radikalisme Dan Terorisme 

Peranan yang dilakukan di sini ialah ditekankan pada aksi melaporkan 

kepada pihak-pihak yang memiliki kewenangan apabila muncul pemahaman 

radikalisme dan tindakan terorisme, entah itu kecil maupun besar.Contohnya apabila 

muncul pemahaman baru tentang keagamaan di masyarakat yang menimbulkan 

keresahan, maka hal pertama yang bisa dilakukan agar pemahaman radikalisme 

tindak berkembang hingga menyebabkan tindakan terorisme yang berbau kekerasan 

dan konflik ialah melaporkan atau berkonsultasi kepada tokoh agama dan tokok 

masyarakat yang ada di lingkungan tersebut.Dengan demikian, pihak tokoh-tokoh 

dalam mengambil tindakan pencegahan awal, seperti melakukan diskusi tentang 

pemahaman baru yang muncul di masyarakat tersebut dengan pihak yang 

bersangkutan. 

3.2.7. Meningkatkan Pemahaman Akan Hidup Kebersamaan 

Meningkatkan pemahaman tentang hidup kebersamaan juga harus dilakukan 

untuk mencegah munculnya pemahaman radikalisme dan tindakan terorisme. 

Meningkatkan pemahaman ini ialah terus mempelajari dan memahami tentang artinya 

hidup bersama-sama dalam bermasyarakat bahkan bernegara yang penuh akan 

keberagaman, termasuk Indonesia sendiri. Sehingga sikap toleransi dan solidaritas 

perlu diberlakukan, di samping menaati semua ketentuan dan peraturan yang sudah 

berlaku di masyarakat dan Negara. Dengan demikian, pasti tidak akan ada pihak-

pihak yang merasa dirugikan karena kita sudah paham menjalan hidup secara 

https://guruppkn.com/bhinneka-tunggal-ika
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bersama-sama berdasarkan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan di tengah-

tengah masyarakat dan Negara. 

3.2.8. Menyaring Informasi Yang Didapatkan 

Menyaring informasi yang didapatkan juga merupakan salah satu cara yang 

dapat dilakukan untuk mencegah pemahaman radikalisme dan tindakan terorisme. 

Hal ini dikarenakan informasi yang didapatkan tidak selamanya benar dan harus 

diikuti, terlebih dengan adanya kemajuan teknologi seperti sekarang ini, di mana 

informasi bisa datang dari mana saja.Sehingga penyaringan terhadap informasi 

tersebut harus dilakukan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman, di mana informasi 

yang benar menjadi tidak benar dan informasi yang tidak benar menjadi benar.Oleh 

karena itu, kita harus bisa menyaring informasi yang didapat sehingga tidak 

sembarangan membenarkan, menyalahkan, dan terpengaruh untuk langsung 

mengikuti informasi tersebut. 

3.2.9. Ikut Aktif Mensosialisasikan Radikalisme Dan Terorisme 

Mensosialisasikan di sini bukan berarti kita mengajak untuk menyebarkan 

pemahaman radikalisme dan melakukan tindakan terorisme, namun kita 

mensosialisasikan tentang apa itu sebenarnya radikalisme dan terorisme. Sehingga 

nantinya akan banyak orang yang mengerti tentang arti sebenarnya dari radikalisme 

dan terorisme tersebut, di mana kedua hal tersebut sangatlah berbahaya bagi 

kehidupan, terutama kehidupan yang dijalani secara bersama-sama dalam dasar 

kemajemukan atau keberagaman. Jangan lupa pula untuk mensosialisasikan tentang 

bahaya, dampak, serta cara-cara untuk bisa menghindari pengaruh pemahaman 

radikalisme dan tindakan terorisme. (baca : cara merawat kemajemukan bangsa 

Indonesia) 

Demikian beberapa cara mencegah radikalisme dan terorisme yang biasanya 

muncul di kalangan masyarakat, bahkan Negara, termasuk Indonesia sendiri. Cara 

pencegahan ini harus diketahui dan dilakukan oleh siapapun, terlebih generasi muda 

yang merupakan ujung tombak penerus bangsa di masa depan. Apalagi mengingat 

generasi muda masih mudah terpengaruh dengan pemahaman-pemahaman baru yang 

biasanya muncul di tengah-tengah masyarakat sehingga mereka rentang terpancing 

untuk terpengaruh ke dalamnya.Sedemikian sehingga mudah tertanam di pikirannya 

untuk mengikuti pemahaman-pemahaman radikal yang dapat memicu tidak 

kekerasan dan konflik. Oleh karena itu, upaya pencegah juga harus lebih ditetankan 

dan dilakukan kepada para generasi muda yang merupakan ujung tombak penerus 

bangsa di masa depan. 

 

4. Kesimpulan 

Dalam artikel ini, penyusun memberikan ringkasan akhir berdasarkan 

pemahaman penyusun tentang perspektif dan paradima dan kesesuaiannya dengan 

teori yang ada, yaitu sebagai berikut: 

1. Masing-masing dari teori-teori yang ada memiliki hubungan kesesuaian dengan 

perspektif dan paradigma yang ada tergantung dari penekanan dari masing-

masing perspektif dan paradigma tersebut. 

https://guruppkn.com/cara-merawat-kemajemukan-bangsa-indonesia
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2. Teori Struktur Sosial dan Teori Pengendalian Sosial termasuk dalam Perspektif 

Konsensus dan Paradigma Positivis karena pengkajian dan pengujian yang 

dilakukan oleh para penggagas teori-teori tersebut dengan melakukan suatu 

metode ilmiah. Dua teori ini menjelaskan hubungan sebab-akibat terjadinya suatu 

tindak kejahatan, di mana hubungan sebab-akibat adalah penekanan dalam 

Paradigma Positivis. 

3. Teori Labeling termasuk ke dalam Perspektif Pluralis dan Paradigma Interaksionis. 

Labeling merupakan hasil dari interaksi yang terjadi antara individu dengan 

lingkungan sosialnya. Proses labeling ini mempengaruhi latar belakang psikologi-

sosial masing-masing individu yang beragam. 
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